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MOTTO

Hidup memang kegelapan , jika tanpa hasrat dan keinginan.
Dan semua hasrat keinginan adalah buta, jika tidak disertai
pengetahuan.

Dan segala pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti
pekerjaan.

Dan setiap pekerjaan akan sia-sia, jika tidak disertai cinta.

Kahlil gibran. 2002. Sayap-sayap Patah Sang Nabi. Yogyakarta: Jalasutra.
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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : DINA PUGUH RAHAYU
NIM : 010710101001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:
“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992
TERHADAP PASIEN DALAM MENGGUNAKAN JASA MEDIS
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG” adalah
benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan
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tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat
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Yan nyatakan
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RINGKASAN

Pelayanan ramah sakit adalah salah satu bentuk jasa yang diberikan oleh
rumah sakit pada pasiennya. Selama ini hubungan antara penderita dengan si
pengobat lebih banyak bersifat patemalistic. Pasien diposisikan subordinat
dibawah dokter. Pasien sepenuhnya pasrah terhadap segala tindakan dokter,
berikut segala resiko yang timbul dari tindakan dokter tersebut. Namun seiring
dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter-pasien juga semakin kompleks.
Kompleksitas hubungan doklter-pasien antara lain ditandai dengan semakin
banyaknya sengketa yang timbul antara pasien dengan dokter selama
berlangsungnya transaksi terapeutik. Upaya mengatasi buruknya komunikasi
antara dokter dan pasien maka suatu rtumah sakit sejak dini harus
menginformasikan hak-hak pasien dan menerapkan serta melaksanakan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan untuk dijadikan dasar suatu
rumah sakit dalam menjalankan kegiatannya. Peran serta pemerintah juga
diperlukan untuk menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum yang kuat guna mewujudkan
keseimbangan perlindungan bagi kepentingan konsumen (yang disini disebut
dengan pasien) dan pelaku usaha (yang disini disebut dengan rumah sakit)
sehingga tercipta hubungan timbal balik yang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas pokok permasalahan dalam penulisan
skripsi ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1992 khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung,
bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dikaitkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pasien dalam
menggunakan jasa medis, dan apa kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit
Umum Daerah Dr, Iskak Tulungagung dalam memberikan jasa medis kepada
pasien serta bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut,

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, pelaksanaan

Xiil
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dikaitkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta
kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum daerah Dr. 1skak Tulungagung
dalam memberikan jasa medis serta upaya untuk mengatasinya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif serta
mempelajari Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta
buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan
rumah sakit. Kemudian dari data-data ini dianalisa secara kualitatif sehingga
menghasilkan karya penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Dalam hal pelayanan medis selalu dijumpai adanya pihak yang
berhubungan, dan dalam hal hubungan antara dokter dan pasien tersebut masing-
masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Pihak rumah sakit dalam
memberikan pelayanan jasa medis atau pelayanan kesehatan harus memperhatikan
hak dan kewajiban pasien. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban pasien
rumah sakit sudah memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan sekaligus
juga berupaya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang masalah kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat terwujud optimal.

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992
tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi rumah
sakit dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya memberikan
pelayanan medis kepada pasien dan/atau konsumen, agar tercapai kerjasama yang
sehat dan saling menguntungkan.

X1V
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan
berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu
globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi,
telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi
barang dan/atau jasa, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi.

Fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha
dan konsumen menjadi tidak scimbang dan konsumen berada pada posisi yang
lemah. Konsumen menjadi obyek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-
besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi dan penerapan perjanjian
standart yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat
kesadaran akan haknya masih rendah. Hal ini discbabkan oleh rendahnya

pemahaman tentang perindungan konsumen. Oleh karena itu Undang-Undang
Perlindungan Konsumen menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah untuk

melakukan upaya pemberdayaan konsumen.

Pelayanan rumah sakit adalah salah satu bentuk jasa yang diberikan oleh
rumah sakit pada pasiennya. Sclama ini hubungan antara si penderita dengan si
pengobat (dalam terminology dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi
ferapeutik) lebih banyak bersifat paternalistic. Pasien diposisikan subordinat
dibawah dokter. Pasien scpenuhnya pasrah terhadap segala tindakan dokter,
berikut segala resiko yang timbul dari tindakan dokter tersebut. Namun demikian
seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter dan pasien juga semakin
kompleks. Kompleksitas hubungan dokter dan pasien antara lain ditandai dengan
semakin banyaknya sengketa yang timbul antara pasien dengan dokter selama
berlangsungnya transaksi rerapeutik (Sudaryatmo, 1996: 83).

Maraknya kasus dalam hubungan antara dokter dan pasien, tidak terlepas

dari terjadinya pergeseran pola hubungan dokter dan pasien dari pola paternalistic
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menuju pola patnership, yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien. Dokter
merupakan patner sckaligus mitra bagi pasien. Diantara dokter dan pasien melekat
hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik.

Buruknya komunikasi antara dokter dan pasien, diduga menjadi
penyebab maraknya gugatan perdata yang dilakukan oleh pasien kepada para
dokter tersebut. Bila dilihat dari sisi pasien, hal ini merupakan fenomena positip,
yaitu mulai tumbuhnya kesadaran pasien akan hak-haknya yang selama ini kurang
mendapat perhatian.

Upaya mengatasi buruknya komunikasi antara dokter dan pasien maka
suatu rumah sakit sejak dini harus menginformasikan hak-hak pasien, dan
menerapkan serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan untuk dijadikan dasar suatu rumah sakit dalam menjalankan
kegiatannya tersebut. Sclain itu peran serta pemerintah juga diperlukan untuk
menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

Konsumen scbagai landasan hukum yang kuat guna mewujudkan keseimbangan

perlindungan bagi kepentingan konsumen (yang disini disebut pasien) dan pelaku .

usaha (yang disini disebut rumah sakit) schingga tercipta hubungan timbal balik
yang baik.

Berdasarkan hal terscbut diatas maka penulis tertarik untuk menulis
skripsi ini dengan judul: PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 1992 TERHADAP PASIEN DALAM MENGGUNAKAN JASA
MEDIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diuraikan mengenai batasan
ruang lingkup maten yang hendak dibahas guna menghindari adanya penulisan
yang terlalu luas tanpa arah dan adanya suatu penafsiran yang menyimpang dan
pokok permasalahan schingga tujuan dan maksud dari penulisan skripsi ini tetap
terjaga.
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Ruang lingkup dari materi yang hendak dibahas adalah pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 terhadap pasien dalam menggunakan jasa
medis dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas yang menjadi
pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Talhum 1992
khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung?

2. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dikaitkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terbadap pasien dalam
menggunakan jasa medis? '

3. Apa kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung dalam memberikan jasa medis kepada pasien serta bagaimana

upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

1.4 Tujuan Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang dibedakan

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademus, yaitu:
1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

_t\.)

Untuk sarana pengembangan ilmu yang telah diperoleh diperkuliahan.

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya
pada bidang Hukum Perindungan Konsumen yang bersifat teoritis dan
membandingkan dengan praktek di lapangan.
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1.42 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
terhadap pasien dalam menggunakan jasa medis.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi oleh rumah sakit
dalam memberikan jasa medis kepada pasien serta upaya untuk mengatasinya
khususnya di Rumah Sakit Umum Dacrah Dr. Iskak Tulungagung,

1.5 Metode Penulisan

Metodologi adalah suatu usaha untuk menemukan atan mengembangkan
dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan
metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan faktor penting untuk penulisan yang
bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung suatu kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah schingga hasil karya tersebut dapat
mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. llmiah atau tidaknya suatu skripsi
dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data
kajian serta metode penelitian. i
1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan
karya ilmiah ini, pendckatan masalah yang digunakan adalah suatu metode
pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-
undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan
dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro,1990:97).
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1.5.2 Bahan hukum

Bahan hukum merupakan suatu alat penelitian yang digunakan untuk

memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah:

i

1~

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari
peraturan perundangan yang sangat erat kaitannya dengan penulisan skripsi,
yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
¢) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan
hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan
hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari peraturan

perundang-undangan dan juga hasil penelitian, majalah-majalah hukum,
literatur-literatur yang dapat mendukung untuk membahas permasalahan

dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini, adalah:

a) Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia ~ Nomor:
522/MENKES/SK/1V/2005 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. ISKAK Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Propinsi Jawa Timur.

b) Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: YM.‘
02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan
Rumah Sakit.

¢) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 64 Tahun 2001 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
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d) Data asli yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil wawancara
atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan
lembaga terkait khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak

Tulungagung.

1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang sangat erat
hubungannya dengan bahan hukum. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan
pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:
1. Studi Lapangan
Yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas, khususnya mengenai pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang akan dikaitkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pasien dalam menggunakan

jasa medis.

b2

Studi Literatur

Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari dan menelaah buku-
buku maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan terhadap pasien
dalam menggunakan jasa medis dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. Iskak Tulungagung.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum ‘
Penulis dalam melakukan analisa bahan hukum terhadap permasalahan
yang ada menggunakan diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa yang
dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya
ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya mengambil kesimpulan
dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu metode analisa yang

berawal dari pengetahuan yang bersifat umum_untuk menilai kejadian yang
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bersifat khusus, bahan hukum yang juga dianalisa selanjutnya dibahas mulai dari
permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus
untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan tujuan untuk menjawab rumusan

masalah (Soemitro, 1990:98).
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan

dasar yang diperlukan setiap orang, hal ini telah disadari sejak berabad-abad yang
lalu, dan saat ini para ahli kedokteran dan kesehatan senantiasa meningkatkan
mutu dirinya, profesinya maupun peralatan kedokteran serta kemampuan
manajerial kesehatan, khususnya manajemen mutu pelayanan kesehatan yang juga
ditingkatkan.

Pendekatan mutu pelayanan dan kepuasan pasien menjadi salah satu
strategi penting yang tidak bisa diabaikan oleh para penentu kebijakkan dibidang
kedokteran dan kesechatan. Seluruh petugas kesehatan dari pucuk pimpinan,
pejabat fungsional, tenaga medis, para medis, pejabat struktural dan petugas
pelaksana lini depan, menjadi sangat penting dan diperlukan partisipasinya dalam
peningkatan mutu atau kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara
terpadu, berkelanjutan dan menyelurub. Pasien/pengguna jasa memutuskan
memberikan suatu penilaian terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh
suatu rumah sakit berdasarkan atas penampilan dan pelayanan yang diberikan
kepada pasien/pengguna jasa tersebut, apakah pasien/pengguna jasa tersebut
sudah merasa puas atau belum. v

Salah satu unit pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah Kabupaten
Tulungagung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dituntut untuk memberikan
pelayanan terbaiknya. Hal ini dikarenakan banyaknya Rumah Sakit Swasta yang
bermunculan dan menjadi pesaing keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Iskak Tulungagung. Kondisi ini, ditambah dengan kesadaran masyarakat secara
bersama-sama menjadi tantangan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung, agar tetap menjadi rumah sakit pilihan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak

Tulungagung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

%fé MILIK UPT PERPUSTAKAR

UNIVERSITAS SEMBER
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Kesehatan, hal ini dibuktikan dengan dengan cara menjadikan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1992 tersebut sebagai dasar dalam menjalankan kegiatannya

sehari-hari dibidang kesehatan. Walaupun selain itu juga ada peraturan lain yang

dilaksanakan sebagai peraturan penunjang demi kesempurnaan dari pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tersebut.

Bukti nyata bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung
telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
dengan baik adalah dengan dilaksanakannya pasal-pasal yang ada didalam
undang-undang tersebut sebagai suatu program rutinitas rumah sakit yang wajib
dilaksanakan yaitu adalah:

1. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang optimal, yang merupakan pelaksanaan
dari pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992.

2. PKBRS (Program Keluarga Berencana Rumah Sakit), yang merupakan
pelaksanaan dari pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

3. RSSIB (Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi), yang merupakan pelaksanaan dar
pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

4. PKMRS (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit), yang merupakan
pelaksanaan dari pasal 29, 30, dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1992.

5. Kelengkapan dan Kenyamanan Sarana Kesehatan yang dimiliki oleh rumah
sakit, yang merupakan pelaksanaan dari pasal 49 Undang-Undang nomor 23
tahun 1992.

Selain itu agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Keschatan dapat beralan dengan lancar, maka pihak rumah sakit juga
memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang ada di rumah sakit
dengan tujuan agar hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut
dapat dilaksanakan dengan seimbang dan memperoleh perlindungan hukum, yaitu
dengan diterapkan dan dilaksanakannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan
Medik Nomor YM. 02. 04. 3.5. 2504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban

Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit.
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Selain itu sampai pada tahun 2005 ini pihak rumah sakit belum pernah
mendapatkan gugatan dari pasien yang berhubungan dengan kinerja ataupun
pelayanan dari pihak rumah sakit maupun hal-hal lain yang merugikan pasien.
Masukan yang ada sifatnya hanyalah membangun guna memajukan pelayanan
yang ada di rumah sakit. Semua masukan yang ada ditanggapi dan diselesaikan
oleh tim yang dibentuk oleh rumah sakit melalui Tim Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat (TP2M).

Tipe dan bentuk organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: $22/MENKES/SK/IV/2005 tentang Peningkatan kelas Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dari kelas C menjadi kelas B Non

Pendidikan, dengan kapasitas tempat tidur menjadi 178 tempat tidur.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 64 tahun 2001 tertanggal 19

September 2001 bentuk organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung adalah sebagai Badan Pelayanan Kesehatan dengan struktur

organisasi terlampir.

2.2 Dasar Hukum
Dasar Hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang
ada dalam skripsi ini, adalah: ~
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
a)Pasal | angka 3

Tenaga keschatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan
melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

b) Pasal 4
“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat

kesehatan yang optimal™.
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c) Pasal 6

“Pemerintah  bertugas  mengatur, membina, dan mengawasi

penyelenggaraan upaya kesehatan™.
d) Pasal 9

“Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat”.
e) Pasal 10

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat,
diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif)
yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

f) Pasal 11

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

dilaksanakan melalui kegiatan:

Kesehatan keluarga;

Perbaikan gizi;

Pengamanan makanan dan minuman;

Kesehatan lingkungan;

Kesehatan kerja;

Kesehatan jiwa;

Pemberantasan penyakit;

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

Penyuluhan kesehatan masyarakat;

Pengamanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan;

. Pengamanan zat adiktif; -
Kesehatan sekolah;

. Kesehatan olahraga;

. Pengobatan tradisional;

Kesehatan matra.

SR oMeoo o

2 B S heea

°=3

g) Pasal 13
“Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran dalam
rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis”.

h) Pasal 14
“Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa pra kehamilan, kehamilan,

pasca persalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan™.

-
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1) Pasal 29
“Pemberantasan penyakit tidak menular dilaksanakan untuk mencegah dan
mengurangi penyakit dengan perbaikan dan perubahan perilaku
masyarakat dengan cara lain”

j) Pasal 30
“Pemberantasan  penyakit menular dilaksanakan dengan upaya
penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan
perantara penyakit, tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan”.

k) Pasal 38

1) Penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan guna meningkatkan
pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk
hidup sehat, dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan.

2) Ketentuan mengenai penyuluhan kesehatan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

1) Pasal 49

Sumber daya kesehatan merupakan semua perangkat keras dan perangkat
lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya
kesehatan, meliputi:

Tenaga kesehatan;

Sarana kesehatan;

Perbekalan kesehatan;

Pembiayaan keschatan;

Pengelolaan keschatan;

Penelitian dan pengembangan kesehatan.

~o a0

m)Pasal 73
“Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan”.

n) Pasal 76
“Pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, baik yang dilakukan

oleh pemerintah maupun masyarakat”,
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
a) Pasal 1 angka |
“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
b) Pasal 1 angka 2
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
c¢) Pasal 1 angka 3

Pelaku usaha adalah sctiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

d) Pasal 29 angka (1)

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku
usaha,

e) Pasal 30 angka (1)

Pengawasan terhadap penyclenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan
oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat. w

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
a) Pasal | angka 2
Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan~
dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi

baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Pasal 1 angka 10

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan
baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter

gigi. -
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4. Keputusan  Menteri  Keschatan  Republik Indonesia  Nomor:
522/MENKES/SK/IV/2005 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Iskak Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Propinsi Jawa Timur.

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: YM.
02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan
Rumah Sakit.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 64 Tahun 2001
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan
Keschatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tulungagung.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2002
tentang Daftar Tarif Pelayanan Keschatan di Rumah Sakit Dr. Iskak
Tulungagung.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2003
tentang Tarif Minimal Pemakaian Mobil Jenazah dan Ambulans Rumah
Sakit Dr. Iskak Tulungagung.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Konsumen.

Dunia perdagangan tidak lepas dari peranan konsumen sebagai pengguna
dari produk-produk yang dihasilkan. Konsumen dan produsen tidak perlu-berarti
seorang manusia melainkan dapat juga berarti organisasi, badan usaha, perusahaan
atau perkumpulan.

“Istilah “konsumen” berasal dan alih bahasa dari kata “consumer”
(Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian
dari consumer atau konsument itu tergantung dalam posisi mana ia
berada. Secara harfiah “consumer” adalah (lawan dari produsen)
setiap orang yang menggunakan barang, Menurut Kamus Bahasa
Indonesia, “konsumen” memiliki arti “orang yang memakai barang
hasil industri, bahan pakaian, makanan dan sebagainya” (Nasution,
2002: 3).
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Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Adapun pembagian konsumen ada dua bagian:

I. Konsumen Antara ialah setiap orang yang mendapat barang dan jasa untuk
digunakan dengan tujuan untuk membuat barang/jasa lain atau untuk
diperdagangkan.

2. Konsumen Akhir vaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan
barang dan/atau jasa untuk bertujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi,
keluarga dan/atau rumah tangga serta tidak diperdagangkan kembali (non
komersial).

Pengertian yang digunakan dalam skripsi ini adalah konsumen akhir.
Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, pasien dianggap sama dengan konéumeu karena sebagai
pengguna dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh suatu rumah sakit dan
digunakan untuk keperluan sendiri. Konsumen adalah orang sakit (yang dirawat
dokter); penderita (sakit).

Konsumen disini mempunyai hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan secara seimbang. Hal ini dimaksudkan agar nantinya konsumen
dapat lebih teliti dan hati-hati dalam memilih dan menggunakan hasil produksi
yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Walaupun sekarang sudah ada peraturan yang
mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi diharapkan konsumen tetap
waspada terhadap berbagai resiko yang ditimbulkan dari barang dan/atau jasa_
yang dihasilkan oleh para pelaku usaha.

2.3.2 Pengertian Pelaku Usaha.

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama
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melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

“Pada dasarmnya undang-undang tidak memberikan perlakuan yang
berbeda kepada masing-masing pelaku usaha walaupun usahanya
berbeda-beda, sepanjang para pelaku tersebut menjalankan secara
benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dapat
dipertanggungjawabkan serta tidak menyesatkan konsumen yang
akan mempergunakan atau memakai atau memanfaatkan barang
dan/atau jasa yang diberikan tersebut” (Nasution, 2001: 12).

Pelaku usaha dalam bidang kesehatan adalah Tenaga Kesehatan. Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
mengundangkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan meliputi: dokter dan dokter gigi serta dokter spesialis,
apoteker, bidan, perawat, pemilik kesehatan, resepsionis dan lain-lain.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran yang dimaksud dengan dokter dan dokter gigi adalah dokter,
dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam atau di luar negeri yang diakui oleh
pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: YM.
02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah
Sakit yang dimaksud dengan dokter adalah tenaga medis yang memberikan
pelayanan kesehatan di rumah sakit, mencakup dokter dan dokter gigi.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan konsumen bukan berarti
pemerintah hanya melindungi kepentingan dari konsumen saja, tetapi sebaliknya
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka para
pelaku usaha dapat lebih bertanggung jawab dalam memproduksi barang dan/atau
jasa bagi konsumen, sehingga tidak ada lagi sengketa yang timbul antara pelaku
usaha dan konsumen, dan nantinya akan tercipta suatu hubungan timbal balik

yang saling menguntungkan. -
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2.3.3 Pengertian Perlindungan Konsumen.

“Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang “cukup baru”
dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun
seruan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang
komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama.
Praktik monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah
meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah dalam
menghadapi para pelaku usaha (dalam arti yang seluas-luasnya).
Tidak ada alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi
suatu “rahasia umum” dalam dunia atau industri usaha di Indonesia”
(Widjaja dan Yani, 2001: 1).

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.

Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,
keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian. hukum. Pengertian
perlindungan konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa
pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan
perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Indonesia yaitu
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Perlindungan Konsumen pada prinsipnya lebih mengutamakan
perlindungan dari hak-hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya sebagai tujuan
untuk mencapai keadilan. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan harkat
dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi dirinya. serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang
bertanggung jawab.

“Sebagai konsekuensi hukum dari pelarangan yang diberikan oleh
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha
dan konsumen, maka demi hukum, setiap peianggaran yang
dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan
hak kepada konsumen yang dirugikan Lerscbut untuk meminta
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pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta
untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh
konsumen tersebut” (Widjaja dan Yani, 2001: 59).

Hal ini dimaksudkan agar konswnen dan pelaku usaha dapat menjalin
suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sehingga tercipta iklim
usaha yang sehat tanpa ada sengketa ataupun masalah antara konsumen dan
pelaku usaha, yang akhimya dapat merugikan kedua belah pihak tersebut.

2.3.4 Pengertian Rumah Sakit.

“WHO (World Health Organization) merumuskan bahwa rumah
sakit adalah suatu usaha yang menyediakan pemondokan yang
memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka
panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik
dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka,
dan untuk mereka yang mau melahirkan, Bisa juga disamping itu
menyediakan atau tidak menyediakan layanan atas dasar berobat
jalan kepada pasien-pasien yang bisa pulang” (Iskandar, 1998: 12).

“Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 983/SK/MENKES XI/1992, yaitu rumah sakit umumnya
mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu
dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Misi khusus rumah sakit umum adalah
aspirasi yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh pemilik rumah sakit.
Rumah sakit Khusus memberikan pelayanan sesuai dengan
kekhususannya, rumah perusahaan mempunyai keistimewaan sesuai
dengan  Kkeperluan  perusahaan  yang  mengusahakannya”
(Djoyodibroto, 1997: 2).

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: YM.
02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah
Sakit yang dimaksud dengan rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang
menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk
pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.

Rumah sakit di Indonesia ada dua jenis, yaitu rumah sakit swasta dan
rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan
oleh pihak swasta, yaitu beberapa orang sepakat untuk mendirikan suatu badan

hukum atau perusahan hukum, dan badan hukum ini melakukan kegiatan dalam

w
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bidang pendirian dan menjalankan rumah sakit. Sebaliknya rumah sakit
pemerintah adalah rumah sakit yang didirikan dan dibiayai oleh pemerintah.

Perbedaan pokok antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah
terutama sekali menyangkut sumber pendanaan rumah sakit yang bersangkutan,
yakni jika rumah sakit pemerintah biaya untuk pengelolaan rumah sakit tersebut
sepenuhnya didanai oleh pemerintah, dengan cara menganggarkannya dalam
APBN, APBD dan lain-lainnya. Sebaliknya untuk rumah sakit swasta biaya untuk
pengelolaan rumah sakit tersebut didanai melalui pemasukan yang diterima oleh
pihak rumah sakit swasta tersebut.

Rumah sakit merupakan suatu lembaga yang terlindungi oleh
doktrin charitable community. Teori-teorinya antara lain:

a) Teori kepercayaan, frusty theory menyatakan bahwa dana-dana
yang dikelola suatu lembaga derma hanya bertujuan untuk
membantu konsumen atau penderita.

b) Teori implied waiver, yaitu bahwa pasien rumah sakit ditanggung
oleh dana yang berasal dari derma, sehingga konsumen dianggap
dengan sendirinya menanggalkan haknya untuk menuntut ganti
rugi apabila terjadi cidera atau kecelakaan.

¢) Teori respondent superior, yaitu atasan atau majikan bertanggung
jawab atas hasil pekerjaan bawahan atau pekerja, apabila
pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan atasan
atau majikan, karena bukan bertujuan untuk mencari keuntungan
maka rumah sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatan bawahannya, sehingga tanggung jawab hukum rumah
sakit dilandaskan pada kepentingan umum. Tujuan pokok dari
teori ini yaitu adanya jaminan ganti rugi dibayarkan kepada
konsumen atas penderita serta mengingatkan bahwa hukum dan
peradilan menghendaki sikap tindakan hati-hati atau tidak
ceroboh (Iskandar, 1998: 36).

Rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta keduanya adalah
sarana penyelenggaraan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat, diharapkan‘
keduanya dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya demi meningkatkan
taraf kesehatan masyarakat pada umumnya.

2.3.5 Pengertian Pasien.

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang

Praktek Kedokteran yang dimaksud dengan pasien adalah setiap orang yang

melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan
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kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung pada
dokter atau gigi.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: YM.
02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah
Sakit yang dimaksud dengan pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di
rumah sakit baik dalam keadaan sehat maupun sakit.

Jadi pasien disini jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen dapat disebut juga sebagai konsumen,
dalam artian sebagai konsumen akhir yaitu dimana pasien itu mengkonsumsi jasa
medis atau pengobatan untuk dirinya sendiri.

Pasien dan konsumen keduanya adalah merupakan dua sebutan yang
berbeda untuk para pemakai barang dan/atau jasa dari para pelaku usaha yang
berbeda pula. Namun keduanya mempunyai persamaan yaitu dalam hal hak dan
kewajiban yang harus dilakukan dalam menggunakan barang dan jasa yang
dikeluarkan oleh para pelaku usaha. Walaupun untuk isi dan pengaturan hak dan
kewajiban antara pasien dan konsumen itu berbeda namun intinya tetap sama
yaitu keduanya mendapatkan perlindungan dari pemerintah atas penggunaan atau
pemakaian barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut.

Pasien disini posisinya sama dengan konsumen, pasien juga mendapatkan
perlindungan hukum dari pemerintah, yaitu apabila pelaku usaha (yang disini
disebut rumah sakit) melakukan suatu kelalaian yang disengaja maupun- tidak
disengaja yang akhimya menimbulkan akibat yang fatal terhadap pasien, maka
pasien tersebut dapat meminta ganti rugi dan bahkan pasien dapat menuntut pihak
rumah sakit tersebut apabila kelalaian yang ditimbulkan itu mengakibatkan cacat
permanen bahkan kematian.

2.3.6 Pengertian Pelayanan Keschatan.

“Pelayanan rumah sakit pada saat ini merupakan bentuk upaya
pelayanan kesehatan yang bersifat sosio-ekonomi, yaitu suatu usaha
yang bersifat sosial namun diusahakan agar bisa mendapat surplus
keuangan dengan cara pengelolaan yang profesional dengan
memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. Dahulu rumah sakit
merupakan tempat yang sclalu memberikan pertolongan kepada
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orang sakit yang sifatnya murni sosial dan selalu mengalami defisit

keuangan™ (Djoyodibroto, 1997: 2).

Pelayanan rumah sakit haruslah menggunakan prinsip optimalisasi, yaitu
antara lain dengan menggunakan teknologi tepat guna. Banyaknya peralatan yang
canggih tidak menjamin adanya pelayanan yang baik, manejemen rumah sakit
harus melindungi pasien dari pemborosan, penggunaan diagnosis yang tidak
diperlukan bagi kepentingannya.

“Pelayanan rumah sakit menjadi fokus perhatian dan pengontrolan
masyarakat. Memang ada institusi yang bertugas mengawasi
pelayanan rumah sakit, dimana lembaga itu memberikan
pengawasan yang wajar dan berukuran, tetapi yang menjadi beban
rumah sakit adalah pengontrolan oleh masyarakat yang sering tidak
mempunyai ukuran pasti tergantung selera masyarakat dan tidak
jarang malah bertentangan dengan prinsip pengobatan dan peraturan
rumah sakit” (Djoyodibroto, 1997: 3).

Rumah sakit dalam menjalankan kegiatan memberikan pelayanan

medisnya menggunakan kaidah-kaidah atau aruran-arurarf yang mengaturnya,
terutama sekali menyangkut tanggung jawab, baik itu tanggung jawab mengenai

manajemen rumah sakit maupun tenaga personalia, dokter, tenaga perawat dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan keschatan yang dilakukan oleh
rumah sakit.

Rumah sakit tidak menjamin kesembuhan, hanya menyediakan fasilitas
yang maksimal menurut tingkatan atau kelasnya pada saat dilakukan perlusan
tindakan medik atau pembedahan termasuk penyediaan dokter-dokter spesialis.

Tim kesehatan memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan
ini tetapi dalam mencapai sukses tidak dapat bekerja sendiri, peran aktif serta
keterlibatan masyarakat dan perscorangan dapat membantu menentukan

keberhasilan pelayanan keschatan suatu rumah sakit.
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3.1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Khususnya Di
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.

Dalam menjalankan suatu  kegiatannya semua instansi ataupun
perusahaan baik itu milik pemerintah ataupun milik swasta pastilah mempunyai
suatu pedoman atau dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menjalankan
kegiatannya schari-hari. Begitu pula yang dilakukan oleh suatu rumah sakit yang
merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan,
dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan jasa medis pastilah
mempunyai dasar hukum untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari, baik itu
rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta.

Rumal Sakit Umum Daerah Dr, Iskak Tulungagung dalam menjalankan
kegiatannya sebagai sarana kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan jasa
medis kepada masyarakat, dalam bekerja juga mempunyai dasar hukum yang
digunakan. Dasar hukum yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Iskak Tulungagung dalam menjalankan kegiatannya adalah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sehingga Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tersebut harus diterapkan dan juga dilaksanakan dengan baik oleh
pihak Rumah Sakit Umwmn Dacrah Dr. Iskak Tulungagung agar kegiatannya
dalam memberikan pelayanan jasa medis dapat berjalan dengan lancar. Karena
apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tersebut tidak dilaksanakan
dengan baik, maka tidak akan tercipta upaya penyelenggaraan kesehatan yang
baik, yang bersifat menyeluruh dan terpadu, karena tidak ada aturan yang
mengaturnya. Upaya penyelenggaraan kesehatan yang bersifat menyeluruh dan
terpadu tersebut dilaksanakan melalui upaya peningkatan kesehatan (promotif),
pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan
kesehatan (rehabilitatif) dan disertai dengan upaya penunjang lainnya yang

diperlukan.
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Dokter pada awalnya dalam menjalankan kegiatan medisnya ditengah-
tengah masyarakat, khususnya yang menyangkut hubungan antara dokter dan
pasien ditandai dengan hubungan paternalisme. Hubungan paternalisme adalah
hubungan yang menempatkan posisi pasien dibawah dokter, maksudnya pasien
merasa pasrah terhadap segala tindakan dokter berikut segala resiko yang akan
dihadapinya, karena pasien merasa dokter yang paling mengetahui tentang
penyakitnya dan cara penyembuhannya.

“Hubungan dokter dan pasien yang bersifat paternalisme lama-
lama mengalami pergeseran kearah hubungan patner, yaitu
hubungan yang sejajar, yang mana disatu pihak sebagai pemberi
pelayanan dan dipihak lain scbagai penerima pelayanan. Hal ini
didorong antara lain oleh bangkitnya kesadaran terhadap Hak-hak
Asasi Manusia yang intinya kepada individu diberikan kebebasan
untuk berfikir, bersikap dan bertindak untuk kepentingan
individunya, yaitu meliputi persoalan-persoalan yang berhubungan
dengan persoalan kesehatan dan juga seiring dengan kemajuan ilmu
dan teknologi bidang biomedis” (Amir, 1997:23)

Adanya pergeseran hubungan antara dokter dan paéien tersebut akhirya
membuat masyarakat semakin kritis, terutama menyangkut kualitas pelayanan
medis yang diberikan oleh rumah sakit, dan pada gilirannya dokter selalu
berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum (terutama sekali menyangkut hak
dan kewajiban dokter dan pasien), hal inilah yang menandakan bahwa bahwa
masyarakat semakin kritis dan semakin bisa menilai mengenai pelayanan dari
rumah sakit tersebut k

Untuk membuktikan bahwa dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung telah melaksanakan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan dengan baik adalah dengan
dilaksanakannya sccara nyata pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan tersebut menjadi kegiatan rutinitas yang
wajib dilaksanakan oleh pihak rumah sakit melalui program-program yang
dibentuk oleh rumah sakit yaitu:

1. untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat,
diselenggarakan upaya kesehatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan

kesehatan yang merupakan pelaksanaan pasal 10 dan pasal 11 Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, adalah dengan cara

melengkapi instalasi-instalasi yang ada dirumah sakit, yaitu:

a.

Instalasi Rawat Darurat (IRD)

IRD merupakan potret suatu rumah sakit, dimana IRD yang dimilki oleh
Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sudah memadai dan telah ada
pembagian ruangan yaitu ruang tindakan, triage, minilab, roentgen dan
kebidanan. IRD buka 24 jam dengan tiga shift dan dokter jaga 24 jam.
[nstalasi Bedah Sentral (Kamar Operasi)

Instalasi ini buka selama 24 jam dengan dukungan tenaga medis, tenaga
perawat dan tenaga administrasi. Pelayanan meliputi kegiatan operasi yang
direncanakan (elektif) atau darurat (emergency) dengan berbagai macam
kasus, yakni kasus bedah, kandungan, kulit kelamin, penyakit mata dan
paru-paru dengan kategori operasi kecil, sedang, besar dan besar khusus.
Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium)

Laboratorium merupakan salah satu faktor pendukung penegak diagnosa,
dengan melayani berbagai pemeriksaan yang digolongkan pada tingkatan

pemeriksaan sederhana, pemeriksaan sedang dan pemeriksaan canggih.

. Instalasi Radiologi

Tidak jauh beda dengan Laboratorium, bahwa radiologi merupakan salah
satu faktor penunjang penegak diagnosa. Instalasi ini didukung dengan
peralatan canggih sehingga dapat memberikan pelayanan foto roentgen
baik kontras maupun tanpa kontras serta pelayanan USG.

Instalast Farmasi

Instalasi farmasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Isakak _

Tulungagung buka selama 24 jam dengan tiga shif jaga. Melayani resep
baik obat generik, maupun non generik khususnya pasien dari dalam
rumah sakit maupun masyarakat pada umumnya.

Instalasi Penychatan Lingkungan (Sanitast)

Program kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1) Penyediaan dan pemeriksaan air bersih. Sumber air bersih yang

dipakai dalam kegiatan sehari-hari di RSUD Dr. Iskak Tulungagung
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berasal dari sumur Bor dan PDAM. Air dari sumur bor didistribusikan
melalui tandon air dan disalurkan ke titik-titik distribusi melalui
perpipaan air. Air PDAM didistribusikan dari flow meter PDAM ke
titik-titik distribusi melalui perpipaan.

Pengelolaan dan pemeriksaan air limbah. Limbah cair yang dihasilkan
dari kegratan rumah sakit sehari-hari semuanya diolah secara sentral
di IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Limbah cair yang
dihasilkan dari titik-titik penghasil limbah ditampung dengan bak
kontrol untuk air kotor, sedangkan tinja ditampung di septictank
dihubungkan dengan perpipaan menuju Pengelolaan Air Limbah
(PAL). Disini air limbah diolah dengan proses pengelolaan yang
memakan waktu sckitar 10 jam, setelah itu dibuang ke tempat
pembuangan air limbah (out let), yaitu ke badan air. Sedangkan
pemeriksaan limbah cair dilakukan dengan cara pemeriksaan kualitas
air limbah ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Surabaya sebanyak
2 kali setahun.

Pengelolnan sampah medis dan non medis. Sampah medis yang

dihasilkan di unit/ruangan ditampung sementara di unit/ruangan
masing-masing. Kemudian petugas pengangkut mengambil satu-
persatu dengan gerobak khusus sampah medis dan dibawa ke tempat
pembakaran (Incenerator). Diruang Incenerator, sampah -medis
dibakar dengan suhu 1000 derajat Celcius yang tidak memungkinkan
lagi semua bakteri dapat hidup. Sedangkan untuk sampah non medis
yang dihasilkan di unit/ruangan ditampung sementara di bak sampah
yang ada di unit/ruangan masing-masing, kemudian petugas
pengangkut sampah non medis mengambil satu-persatu dengan
gerobak sampah non medis dibawa dan dimasukkan ke TPS
(Kontainer) milik Dinas PU.PPW. pengangkutan ini dilakukan
sebanyak 2 kali sehar, yaitu pagi dan sore. Truk dinas milik PU.PPW

mengambil container untuk dibuang ke TPA 4 — 5 hari sekali.

-
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4) Pemeliharaan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan meliputi
ruang perawatan, kantor, halaman dan pengaturan taman. Untuk
menjaga kebersihan lingkungan RSUD Dr. Iskak Tulungagung
merekrut tenaga khusus kebersihan dan pemeliharaan taman. Dalam
kegiatannya memakai sistem 2 kali shift jaga. Sedangkan kebersihan
taman dan kebersihan luar taman ruangan dilaksanakan secara
periodik dengan petugas kebersihan keliling.

5) Pengelolaan Linen. Kegiatan ini dimulai dari pengambilan linen yang
kotor dari masing-masing ruang perawatan, kemudian dikumpulkan di
ruang loundry untuk dilakukan proses pencucian sampai dengan
penyetrikaan hingga linen siap dipakai kembali.

6) Pengendalian serangga. Serangga yang menjadi bagian dari rangkaian
penularan penyakit yang terdapat di ramah sakit terutama lalat, kecoa,
nyamuk sedangkan binatang pengganggu yaitu tikus dan kucing.
Pengendalian serangga dan tikus yang dilakukan sementara berupa
pembersihan tempat-tempat berkembangnya serangga tersebut, dan
untuk kucing dengan cara pengendalian populasi dengan menangkap

dan membuang keluar rumah sakit.

g. Instalasi Gizi

Instalasi gizi selaian memberikan pelayanan makan pasien juga membuka
poli konsultasi gizi baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Sehain itu
juga aktif memberikan penyuluhan kepada pasien serta mengatur atau

melayani diet pasien.

. Instalasi Pemeliharaan Sarana

Instalasi ini melaksanakan pencatatan, pemeliharaan peralatan baik medik,
penunjang medik dan non medik dalam kartu kendali serta pemeliharaan
gedung rumah sakit.

Kamar Jenasah

Kamar jenasah sebagai tempat transit pasien yang meninggal dari berbagai

ruang perawatan sebelum dibawa pulang ke rumah duka, selain itu kamar
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jenasah juga tempat untuk melakukan pemulasaraan jenasah serta tempat

pelaksanaan autopsi.
PKBRS ( Program Keluarga Berencana Rumah Sakit), yang merupakan
pelaksanaan dari pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan.
Adalah merupakan salah satu kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung yang menyangkut tentang pemberian pelayanan Program
Keluarga Berencana dalam suatu Rumah Tangga. Program ini membantu
dalam hal pengaturan jangka waktu kelahiran, pcmiliimn alat-alat kontrasepsi
yang cocok bagi pasangan suami-istri, pemasangan dan pelepasan
kontrasepsi, serta penanganan terhadap keluhan pasien yang terkena efek
samping pada saat pemakaian alat kontrasepsi tersebut.
RSSIB (Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi), yang merupakan pelaksanaan
dari pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Adalah suatu pelayanan intensif yang diberikan oleh rumah sakit terhadap
pasien yang mau melahirkan dan pasien yang telah melahirkan berkaitan
dengan masalah pentingnya pemberian ASI secara eksklusif untuk menuju
keberhasilan menyusui. Selain itu juga memberikan resep tentang perawatan
ibu dan anak selama pasca melahirkan mengenai makanan dan jadwal
imunisasi yang dibutuhkan oleh anak selama masa pertumbuhan yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dan anak secara
terpadu dan paripurna. Juga memberikan penyuluhan kesehatan ibu dan anak
serta imunisasi secara gratis dengan cara berkeliling dari satu desa ke desa
lain yang ada di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
PKMRS (Penyuluhan Keschatan Masyarakat Rumah Sakit), yang merupakan
pelaksanaan dari pasal 29, 30, dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Kegiatan PKMRS di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung ini

meliputi:
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a. Penyuluhan langsung kepada pasien atau keluarga pasien yang dilakukan
oleh petugas baik perorangan maupun kelompok.

b. Hallo Rumah Sakit
Hallo Rumah Sakit dilaksanakan melalui media elektronik dan juga media
cetak. Melalui media elektronik, rumah sakit bekerjasama dengan
beberapa radio swasta yang ada di Tulungagung dalam acara dialog
interaktif seputar pelayanan rumah sakit setiap minggu sekali. Sedangkan
melalui media cetak, rumah sakit bekerjasama dengan Jawa Pos Radar
Tulungagung, dengan memberikan ruang tanya jawab tentang pelayanan
rumah sakit yang disajikan setiap dua minggu sekali.

¢. JPKMM (Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin)

Memberikan pelayanan kepada pasien yang tidak mampu baik rawat jalan
maupun rawat inap dengan menunjukkan kartu Askes khusus masyarakat
miskin dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Melengkapi sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang dimiliki oleh

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung demi kenyamanan

pasien, yang merupakan pelaksanaan dari pasal 49 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 1992 tentang Keschatan.

Sarana dan prasarana keschatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum

daerah Dr. Iskak Tulungagung adalah:

a. Intensive Care Unit (ICU), merupakan ruangan khusus yang digunakan
bagi pasien vang membutuhkan pertolongan darurat atau pasien yang
membutuhkan pertolongan dengan cara operasi.

b. Pelayanan Rawat Jalan, pelayanan rawat jalan ini melayani 16
poliklinikyang terdiri dari:
1) Poli Penyakit Dalam
2) Poli Bedah
3) Poli Anak
4) Poli Kandungan
5) Poli KB
6) Poli THT
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7) Poli Paru

8) Poli Jantung dan Pembuluh Darah

9) Poli Mata

10) Poli Gigi

11) Poli Umum

12) Poli Laktasi

13) Poli Syaraf

14) Poli Kulit dan Kelamin

15) Poli gizi

16) Poli Rehabilitasi Medik
¢. Pelayanan Rawat Inap, pelayanan rawat inap ini terdiri dari sembilan

ruang inap, yaitu:

1) Ruang inap Bougenfil

2) Ruang inap Cempaka

3) Ruang inap Flamboyan

4) Ruang inap Dahlia

5) Ruang inap Mawar

6) Ruang inap Melati

7) ICU

8) Ruang inap Anggrek

9) Rung inap Wijaya Kusuma -
Kelengkapan prasarana yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Dr. Iskak
Tulungagung adalah tersedianya tempat ibadah bagi pasien dan keluarganya
serta pengadaan sanitasi yang cukup dan memadai serta lingkungan rumah
sakit yang selalu bersih juga merupakan prioritas utama dalam memberikan
sarana kesehatan yang nyaman bagi pasien dan diharapkan juga dapat
menjadi contoh bagi pasien agar selalu menjaga kebersihan.
Untuk tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Iskak Tulungagung
mempunyai tenaga medis yang lengkap dengan spesialisasi masing-masing,

adapun spesifikasinya adalah sebagai berikut:
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No

JENIS KETENAGAAN

PNS

KONTRAK

TOTAL

Tenaga Medis:
* Dr. Unum

* Dr. Gigi
* Dr. Spesialis
Terdiri dari:

s Dy
Dr.
Dr.
Dr,
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Spesialis Dalam
Spesialis Anak
Spesialis Bedah
Spesialis Kandungan
Spesialis Radiologi
Spesialis Mata
Spesialis THT
Spesialis Syaraf
Spesialis Kulit&Kelamin
Spesialis Paru

Spesialis Anestesi
Spesialis Jantung & PD
§2

PPDS

13

—
o w

DD e e e et e e DD = LD B B W2

JUMLAH

38

11

l'enaga Paramedis Perawatan:
(AKPER)

(SPK)

Bidan

Akbid
Perawat Gigi
Juru Rawat

145
34

10

JUMLAH

205

11

Paramedis Non Perawatan:
Apoteker
D4 - Gizi
AKZI
AAM
SKM
SMAK
SPPH
AKL
AKFIS
ARO
SPAG
APRO
SAA

00— BN — & W W — )

G-—-mum#—wmam&-—-w

1
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*  Analis 1 - |
* ATEM 2 - 2
JUMLAH 44 14 58
IV | Tenaga Non Medis:
* Sarjana 13 8 21
= D-1II 1 3 4
* SLTA 57 73 130
b 6 9 15
= SD 9 9 18
JUMLAH 86 102 188
Jumlah Tenaga Seluruhnya 279 210 489
Keterangan: *) Dokter PTT = 2
-

*) Dokter Kontrak =

Untuk menciptakan tenaga yang terampil dan profesional, Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung telah mengikut sertakan pelatihan-

pelatihan, seminar-seminar serta penyertaan D-111 maupun S-1, sedangkan untuk

pendidikan penjenjangan hingga tahun 2005 telah diikuti oleh 15 orang yang

menduduki jabatan struktural maupun yang belum. Jenis penjenjangan yang

diikuti adalah sebagai benkut:

1. Diklat Adum 213 orang
2. Diklat Sepama : 2 orang

Pada tahun 2005 tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Dr. Iskak yang telah

mengikuti diklat fungsional sebanyak 95 orang terdiri dari:

i. Dokter . 5 orang
2. Perawat . 55 orang
3. Administrasi : 35 orang

Selain diklat, tenaga keschatan dari Rumah Sakit Dr, Iskak juga telah
mengikuti seminar dan simposium. Adapun tenaga yang telah mengikuti seminar
dan simposium terdiri dari:

1. Dokter : 25 orang

9

Perawat - 45 orang

3. Administrasi - 10 orang
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Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sarana pemberi
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit dan dokter juga
memperhatikan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasien. Tetapi dalam
menjalankan tugasnya dokter dan rumah sakit juga mempunyai hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung beserta para dokter
yang bekerja menjalankan tugas dan profesinya juga mempunyai hak dan
kewajiban yang melekat padanya. Begitu juga para pasien yang menggunakan
jasa medis di Rumah Sakit Dr. [skak Tulungagung tersebut juga memiliki hak dan
kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak dan Kewajiban yang dijadikan pedoman
bagi Rumah Sakit Umum Dacrah Dr. Iskak Tulungagung, dokter dan pasien
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah berdasarkan Surat Edaran

Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM. 02.04.3.5.2504 tentang Pedoman
Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit.

Hak yang dimiliki oleh dokter dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM. 02.04.3.5.2504

tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit, adalah
sebagai berikut:

1. Dokter berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan profesinya.

2. Dokter berhak untuk bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak
otonomi. (scorang dokter, walaupun ia berstatus hukum sebagai karyawan
rumah sakit, namun pemilik atau direksi rumah sakit tidak dapat
memerintahkan untuk melakukan sesuatu tindakan yang menyimpang dari
standar profesi atau keyakinannya).

3. Dokter berhak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, profesi dan etika.

4. Dokter berhak menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila
misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga
kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien

gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien kepada dokter lain,
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Dokter berhak atas privacy. (dokter berhak menuntut apabila nama baiknya
apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan
yang melecehkan atau memalukan).

Dokter berhak mendapat informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya atau
dari keluarganya.

Dokter berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi
pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya.

Dokter berhak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit
maupun oleh pasien.

Dokter berhak untuk mendapat imbalan atas jasa profesi yang diberikannya
berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan peraturan yang berlaku di ramah
sakit tersebut.

Kewajiban yang dimiliki oleh dokter dalam menjalankan tugasnya

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM.
02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah

Sakit, adalah sebagai berikut:

Dokter wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum
antara dokter tersebut dengan rumah sakit.

Dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan
menghormati hak-hak pasien.

Dokter wajib merujuk pasien ke dokter lain atau rumah sakit lain-yang
mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak
mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

Dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat
berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan
keyakinannya.

Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang
penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu

memberikannya. -
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Dokter wajib memberikan informasi yang akurat tentang perlunya tindakan
medik yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkannya.

Dokter wajib membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan
berkaitan dengan keadaan pasien.

Dokter wajib terus-menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti
perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi.

Dokter wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah
dibuatnya.

Dokter wajib bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara
timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Dokter wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit.

Hak yang dimiliki oleh pasien dalam menerima pelayanan jasa medis

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM.
02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah

Sakit, adalah sebagai berikut:

i

Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang
berlaku di rumah sakit.

Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan
standar profesi kedokteran/kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi.

Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi
keperawatan.

Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan
keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat
klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah
sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritannya,
sepengetahuan dokter yang merawat.

Pasien berhak atas “privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk

data-data medisnya. %
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9. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:
a. Penyakit yang dideritanya.
b. Tindakan medik apa yang hendak dilakukan
c. Kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan
untuk mengatasinya.
d. Altemnatif terapi lainnya.
e. Prognosanya.
f. Perkiraan biaya pengobatan.

10. Pasien berhak menyetujui atau memberikan ijin atas tindakan yang akan
dilakukan dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritannya.

1 1. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan
mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah
memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

12. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan Kritis.

13. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianut
selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

14, Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam
perawatan di rumah sakit.

15. Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perilaku rumah sakit
terhadap dininya.

16. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril atau spiritual. =~
Kewajiban yang dimiliki pasien dalam menerima pelayanan jasa medis,

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM.

02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah _

Sakit, adalah sebagai berikut:

1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan

tata tertib rumal sakit.

2. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat
dalam pengobatannya.
3. Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya

tentang penyakit yang dideritannya kepada dokteryang merawat.
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Pasien dan/atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan
atas jasa pelayanan rumah sakit atau dokter.
Pasien dan/atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah
disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

Hak yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak

Tulungagung berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Nomor YM. 0204.3.52504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien,

Dokter Dan Rumah Sakit, adalah sebagai berikut:

1.

Rumah sakit berhak membuat peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakit
sesual dengan kondisi/ keadaan yang ada di Rumah Sakit tersebut (hospital by
laws).

Rumah sakit berhak mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala
peraturan Rumah Sakit.

Rumah sakit berhak mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala
intruksi yang diberikan oleh dokter kepadanya. %

Rumah sakit berhak memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit

melalui panitia kredensial
Rumah sakit berhak menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi

(termasuk pasien, pihak ketiga dan lain-lain).
Rumah sakit berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung-dalam

menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan
Medik Nomor YM. 02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien,
Dokter Dan Rumah Sakit, adalah sebagai berikut:

Rumah sakit wajib mematuhi perundangan dan peraturan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah.
Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan

suku, ras, agama, seks dan status sosial pasien.

. Rumah sakit wajib merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan

kelas perawatan.
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4. Rumah sakit wajib menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas
perawatan,

5. Rumah sakit wajib memberikan pertolongan pengobatan di unit gawat darurat
tanpa meminta jaminan terlebih dahulu.

6. Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan.

7. Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan medik sesuai dengan
standar yang berlaku.

8. Rumah sakit wajib menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam
keadaan siap pakai.

9. Rumah sakit wajib merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak
memiliki sarana, prasarana peralatan dan tenaga yang diperlukan.

10. Rumah sakit wajib mengusahakan adanya sistem, saran dan prasarana
pencegahan kecelakaan dan penaggulangan bencana.

11. Rumah sakit wajib melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi
dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapat
perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya.

12. Rumah sakit wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang
bekerja di rumah sakit tersebut.

13. Rumah sakit wajib membuat standart dan prosedur tetap baik untuk pelayanan
medik, penunjang medik, non medik.

Berdasarkan dari penjelasan yang ada diatas, Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Iskak Tulungagung telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1992 dengan baik. Pelaksanaan Undang-undang kesehatan itu terlihat dari

adanya pelaksanaan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Pasal-

pasal yang ada dalam Undang-undang Kesehatan itu direalisasikan kedalam
program-program rutinitas rumah sakit yang dilaksanakan setiap hari. Bukti lain
bahwa Undang-undang Kesehatan itu telah dilaksanakan dengan baik adalah,
bahwa selama ini dalam memberikan jasa pelayanan jasa medisnya Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung belum pernah mendapatkan gugatan atau

keluhan dari para pasien yang pernah menggunakan jasa medis ataupun dari

pasien yang sedang menggunakan jasa medis, mereka merasa pelayanan yang
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diberikan sudah cukup memuaskan, ditambah lagi dengan kelengkapan yang ada
di rumah sakit membuat para pasien merasa nyaman menggunakan jasa medis di
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Selain itu juga dapat dilihat
dari telah diterapkan dan dilaksanakannya hak dan kewajiban dari pihak-pihak
yang bersangkutan dalam pemberian jasa medis, baik itu pasien, dokter dan rumah
sakit. Serta kelengkapan dari sarana yang ada di rumah sakit baik itu menyangkut
peralatannya dan juga para dokter yang ada di dalamnya. Diikuti juga dengan
adanya pengawasan dan perlindungan dari pemerintah yang terlihat dari adanya
berbagai peraturan daerah yang dibuat dengan tujuan agar kegiatan rumah sakit
dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sudah menunjukkan adanya pembinaan dan
pengawasan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan khususnya pada pasal 73 dan pasal 76. Contoh
pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah adalah adanya Surat
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 522/MENKES/SK/IV/2005 tentang
Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Milik Pemerintah
Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur, dan juga adanya Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Iskak Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga adanya Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. -
Berdasarkan uraian dan fakta diatas dapat dikatakan bahwa dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Iskak Tulungagung dapat dikatakan telah melaksanakan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1992 tentang Keschatan dengan baik. Walaupun banyak rumah sakit
swasta yang ada di Kabupaten Tulungagung, keberadaan dari Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Iskak Tulungagung dapat diterima dengan baik karena telah

membuktikan pelavanannya kepada pasien dan/atau masyarakat.
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3.2 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Dikaitkan Dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pasien Dalam
Menggunakan Jasa Medis.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung adalah merupakan
sarana upaya yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta
berfungsi sebagai tempat pelayanan rujukan dari Puskesmas, dan merupakan
tempat pendidikan tenaga keschatan serta tempat penelitian. Selain itu juga
sejalan dengan perkembangan yang ada, rumah sakit juga merupakan Institusi
yang mengembangkan pelayanan kompetitif yaitu dengan menyediakan pelayanan
yang cepat, manusiawi, akurat, aman dan nyaman,

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung guna memberikan
kepercayaan kepada pasien atau pengguna jasa rumah sakit, khususnya dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, memberikan perlindungan
hukum kepada pasien dalam bentuk peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran
Direktur Jenderal Medik Nomor: YM. 02.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak Dan
Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit yang disahkan di Jakarta pada tanggal
10 Juni 1997.

Dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari pasien, berarti pihak
rumah sakit telah memberikan perlindungan hukum kepada pasien, karena apabila
pasien merasa haknya tidak terpenuhi maka pasien dapat mengajukan gugatan
pada pihak rumah sakit. Selain itu pedindungan hukum Juga diberikan oleh
Pemerintah Dacrah Kabupaten Tulungagung melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung dan juga Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 tahun 2002
tentang Daftar Tarif Pelayanan, yang merupakan wujud perhatian dari Pemerintah
Daerah kabupaten Tulungagung terhadap keberadaan dari rumah sakit tersebut.
Perlindungan hukum dan pengawasan pemerintah pusat dapat terlihat dari adanya
Keputusan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor:
522/MENKES/SK/IV/2005 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum

~
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Daerah Dr. Iskak Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa
Timur.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya pasal 73
dan pasal 76 yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap semua
yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan. Pembinaan dan Pengawasan
ini sebagai wujud dari pelaksanan akan tugas dan tanggung jawab pemerintah
menurut ketentuan pasal 6 dan pasal 9 dari Undang-Undang Kesehatan tersebut.
Hal yang sama menyangkut tentang pengawasan dan pembinaan ini juga diatur
oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dalam pasal 29 dan pasal 30, dalam pasal ini memberikan pembinaan dan
pengawasan terhadap hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha (yang disini
disebut rumah sakit dan dokter) dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dan
konsumen (yang disini disebut dengan pasien).

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung telah melaksanakan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dengan baik, hal ini dibuktikan dengan
telah direalisasikannya pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan menjadi kegiatan atau program rutinitas yang
dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Selain itu
Rumah Sakit Dr. Iskak juga mendapat perhatian yang baik dari masyarakat, yang
ditunjukkan dengan diterimanya pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut tanpa
adanya suatu keluhan ataupun gugatan dari masyarakat yang pernah menggunakan
jasa medis maupun masyarakat yang sedang menggunakan jasa medis di rumah
sakit tersebut.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang dikaitkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
adalah bahwa dengan dilaksanakannya Undang-undang Kesehatan tersebut
dengan baik oleh pthak Rumah Sakit Dr. Iskak, maka pihak rumah sakit juga telah
memberikan pelayanan terbaiknya dan juga perlindungan hukum bagi para
pengguna jasanya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya
berasal dari undang-undang saja tetapi dengan memberikan pelayanan yang baik
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dan kenyamanan dalam menggunakan jasa medis itu juga merupakan bentuk
perlindungan hukum bagi para pemakai jasa. Jika dikaitkan dengan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, maka yang dimaksud perlindungan hukum itu
selain tidak merugikan para konsumen (yang disini disebut pasien) atas
penggunaan barang dan atau jasa yang dikonsumsi dari para pelaku usaha(yang
disini disebut dengan rumah sakit), dengan para konsumen merasa puas dan
merasa nyaman terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya itupun juga
merupakan bentuk perlindungan hukum. Hal ini dapat dikaitkan dengan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen karena pasien disini juga dapat disebut dengan
konsumen yang dalam artian adalah konsumen akhir yaitu konsumen yang
mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak
untuk diperdagangkan lagi. Dengan demikian apabila pasien mendapatkan
perlakuan dari rumah sakit yang tidak sewajarmya, maka pasien juga dapat
mengajukan gugatannya kepada pihak rumah sakit melalui Badan Perlindungan
Konsumen Nasional dan apabila nantinya terjadi sengketa maka sengketa itu bisa
diselesaikan lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena disini pasien
juga disebut dengan konsumen dan rumah sakit juga bisa disebut sebagai pelaku
usaha.

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada pasien, berarti rumah
sakit telah berupaya melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang masalah kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat-dapat
terwujud optimal. Tidak tertutup kemungkinan juga adanya kerjasama dengan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah untuk mewujudkan
keseimbangan antara rumah sakit dan pasien agar terwujud suatu kerjasama yang
sehat dan kedua pelah pihak merasa puas. Jalur hukum juga dapat dilakukan bila
terjadi suatu pelanggaran atas peraturan yang berlaku baik oleh pihak rumah sakit
maupun pasien apabila upaya damai atau kekeluargaan tidak terwujud.

Pihak rumah sakit harus benar-benar memperhatikan hak-hak pasiennya,
namun pasien juga wajib melaksanakan kewajibannya agar tidak ada pihak yang
dirugikan serta ada rasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa medis di

rumah sakit tersebut. Rumah sakit juga memberikan kesempatan kepada pasien
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untuk menyampaikan segala keluhan baik dalam hal pelayanan sampai proses
pengobatan selesai di rumah sakit tersebut. Karena Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Iskak mempunyai visi dan misi untuk memberikan pelayanan yang terbaik
pada masyarakat. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak adalah terwujudnya
pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga menjadi idaman pelanggan.
Sedangkan misi Rumah Sakit Umum daerah Dr. Iskak Tulungagung adalah
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan menyeluruh. Hal
ini dimaksudkan agar upaya penyelenggaraan kesehatan itu dapat terwujud secara

optimal, menyeluruh dan terpadu didalam masyarakat.

3.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak
Tulungagung Dalam Memberikan Jasa Medis Kepada Pasien Serta
Upaya Untuk Mengatasinya.

Pelayanan kesehatan mempunyal tiga cirl utama, yaitu wnceriainty
(ketidakpastian), asymmetry of information (ketidakseimbangan informasi), dan
externality (pengarub terhadap masyarakat di sekeliling). Kebutuhan pelayanan
kesehatan tidak bisa dipastikan, baik waktunya, tempatnya, jumlahnya, maupun
biaya yang dibutuhkan.

Model atau pola pelayanan keschatan tidaklah bersifat statis namun
dinamis mengikuti perkembangan keadaan dan masalah serta
lingkungan dalam arti luas: politik, ekonomi, teknologi, sosial
budaya masyarakat yang dilayani. Model pelayanan di suatu negara
dengan negara lain tidaklah sama. Pemerintah atau sektor swasta
dapat berperan terlalu banyak, moderat maupun terlalu sedikit

(Djoko Wijono, 1999:89).

Ekonomi memberikan pandangan bagi pengelolaan organisasi pelayanan
kesehatan, yang pada umumnya berorientasi pada sosial menjadi berorientasi pada
pasar atau pelanggan. Model dan pola pelayanan dengan penggunaan teknologi
canggih atau sederhana, budaya dan agama mempengaruhi pula bentuk pelayanan
pada seseorang yang sedang sakit dan peningkatan kesehatan.

Perubahan pandangan yang terdapat di masyarakat tentang kesehatan,
diakibatkan oleh meningkatnya tingkat pedidikan dan pengetahuan tentang sakit

atau tidak sakit, yang berkaitan dengan masalah pembiayaan, sehingga mengubah
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pola pikir dan tindakan yang menimbulkan pergeseran, yang semula berorientasi

pada penyembuhan (kuratify dan rehabilitatif menjadi berorientasi pada

pencegahan dan peningkatan kesehatan.

Untuk melindungi, meningkatkan dan memelihara derajat keschatan
masyarakat, diperlukan upaya yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh sektor
kesehatan dengan memperhatikan faktor yang berpengaruh terhadap derajat
kesehatan, dilakukan secara sistematik dan aktif melalui pendekatan dan
pemerintah kepada masyarakat.

Perlu diketahui bersama bahwa rumah sakit merupakan industri jasa yang
merupakan padat tenaga, padat modal dan padat teknologi. Untuk menjalankan
aktivitas sehari-hari rumah sakit masih menghadapi beberapa kendala. Banyak
kendala yang dihadapi oleh rumah sakit khususnya Rumah sakit Umum Daerah
Dr. Iskak Tulungagung dalam memberikan jasa medis kepada pasien, antara lain:
1. Belum optimalnya peraturan yang mengatur tentang masalah kesehatan

masyarakat khususnya di Tulungagung.

Peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah yang kurang paham
mengenai masalah kesehatan khususnya tentang rumah sakit, sehingga pihak-
pihak yang ada di rumah sakit merasa tidak puas dengan peraturan tersebut.
Kurang pahamnya mengenai administrasi atau seluk beluk rumah sakit
membuat peraturan yang dibentuk tidak sejalan dengan harapan tenaga
kesehatan, sehingga keinginan pihak rumah sakit untuk menjadikan rumah
sakit yang berkualitas tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) baik medis maupun non medis yang masih
belum merata.

3. Sarana yang ada khususnya kendaraan roda 4 (empat) hanya ada 1 (satu) buah
untuk kegiatan operasional, sehingga akan menghambat bila ada kegiatan
kegiatan yang bersamaan dan hal ini sangat sering dialami.

4. Sarana komputer yang terbatas untuk melaksanakan Billing System mengingat

pada tahun 2005 telah terpasang jaringan komputer.
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5. Pembiayaan.

Masalah keuangan juga merupakan hal yang penting karena dalam pemberian
pelayanan jasa medis yang berkualitas dibutuhkan biaya yang besar. Besarnya
tarif juga berbeda-beda tergantung kebijaksanaan pemerintah daerah setempat.
Pemahaman pasien tentang rumah sakit masih kurang.

Pemahaman masyarakat tentang rumah sakit belum sinkron dengan
pemahaman tenaga-tenaga kesehatan, hal ini disebabkan oleh banyaknya
faktor antara lain tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Masyarﬁkat
mempunyai opini atau pendapat tersendiri tentang kesehatan padahal dalam
kenyataannya berlawanan dengan pemikiran ahli-ahli kesehatan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak

Tulungagung dalam mengatasi kendala yang ada dalam menjalankan aktivitasnya

untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat adalal:

Mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu Sumber Daya Manusia
(SDM), sarana dan prasarana yang ada dengan se-efisien mungkin,
Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan secara rutin
dan bergantian dari satu desa ke desa yang lain oleh pihak atau petugas dan
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.

Pengenalan-pengenalan atau pemberian informasi tentang kesehatan di media
massa, dalam bentuk iklan baik itu melalui media elektronika maupun non
elektronika termasuk juga pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur,
pamflet, dan lain-lain sejenis dengan itu.

Memasang atau menyiapkan kotak saran tentang keberadaan dan pelayanan
rumah sakit agar masyarakat yang datang maupun yang telah dan/atau pemah _
menggunakan jasa medis Rumah Sakit Dr. Iskak dapat memberikan masukan,
kritikan ataupun keluhan tentang rumah sakit maupun tentang masalah
kesehatan, karena pihak rumah sakit tidak dapat mengetahui secara langsung
dan serentak mengenal masalah-masalah yang ada diluar rumah sakit yang
menyangkut tentang Kesehatan masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan agar
masyarakat yang menggunakan jasa medis di Rumah sakit Dr. Iskak merasa

puas dan pihak rumah sakit dapat lebih meningkatkan pelayanannya.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

|. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 khususnya di Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, dapat dikatakan telah
dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan dari
pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 itu menjadi
kegiatan atau program rutin yang dilakukan oleh rumah sakit untuk
mewujudkan upaya penyelenggaraan keschatan yang bersifat menyeluruh dan
terpadu bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tulungagung.
Pelaksanaan undang-undang ini dapat terlihat juga dari usaha Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dalam melengkapi semua sarana dan
prasarana yang dimilikinya demi kenyamanan dari para pasien scbagai
pengguna jasa medisnya.

2 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dikaitkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pasien dalam menggunakan
jasa medis adalah, dengan memberikan perlindungan hukum kepada pasien
dan memberikan rasa nyaman, aman dan puas atas segala produk -barang
dan/atau jasa yang dihasilkan dari para pelaku usaha. Dan apabila pasien
tersebut tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit
atau bahkan pasien itu mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya dari_
pihak rumah sakit, maka pasien tersebut dapat mengajukan gugatannya kepada
Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan apabila terjadi sengketa dapat
diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Nasional, karena disini pasien
dapat disebut sebagai konsumen dan rumah sakit dapat disebut sebagai pelaku
usaha.

3. Kendala yang dihadapi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak

Tulungagung dalam memberikan jasa medis kepada pasien adalah, kurang
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memadainya peraturan yang mengatur tentang masalah kesehatan masyarakat
di Tulungagung. Sumber Daya Manusia baik medis maupun non medis yang
belum merata, sarana komputer yang sangat terbatas, masalah pembiayaan dan
pemahaman pasien yang masih kurang tentang rumah sakit. Sedangkan upaya
yang dilakukan untuk mengatasinya adalah mengoptimalkan sumber daya
yang ada baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana yang ada
dengan se-efisien mungkin, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan pada
masyarakat,serta memberikan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat
melalui media massa dalam bentuk iklan baik di media elektronika maupun

non elektronika serta pembuatan selebaran dan pamflet.

4.2 Saran.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1.

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi rumah sakit dan/
atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya memberikan pelayanan
medis kepada pasien dan/atau konsumen, agar tercapai suatu kerjasama yang
sehat dan saling menguntungkan.

Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah hendaknya lebih meningkatkan
pengawasan terhadap pemberian jasa medis di rumah sakit dengan melakukan
pembinaan, pengawasan serta membuat peraturan perundang-undangan yang
lebih tepat, tegas dan jelas mengenai kesehatan masyarakat Khususnya
masyarakat Tulungagung. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk menempuh jalur hukum apabila terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit ataupun sebaliknya.

. Rumah sakit harus lebih terbuka kepada masyarakat agar lebih bisa

mengetahui masalah-masalah keschatan yang sedang terjadi di masyarakat,
dan dapat mengatasi kendal-kendala yang timbul dalam memberikan jasa

medis, khususnya di masyarakat Tulungagung. ~
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LAMPIRAN II

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNS
BADAN PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT Dr. ISKAK

JI. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. 322609 Fax. 322165
TULUNGAGUNG 66224

SURAT KETERANGAN
Nomor ; ";?CC’/.HQ—IQ /rﬂ?? DQC(v /»_;CD[Q' |

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dr. ISKAK
Tulungagung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama . DLIA PUGWM RANAYVW
NIM - 01 = 001
Fakultas © WKWK

Judul Karya Tulis : ™ Pelskssauca V¥. XNe. 23 Takua 1992 Terhzdap Pusien
Pelsm MemggumaKan Juos MNedis Dikzitkam Bemgan WU Ne. 3

Benar — benar telah melaksanakan Peaelitianm
pada tanggal : ¢ »/d 10 Juai 2005
bertempat di Rumah Sakit Dr. ISKAK

Tulungagung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaiména perlunya.

Tulungagung, __ 10 Jwei 2005

An. KEPALA BADAN PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

2ol dc: s

) L_S\\\

Pembina
NIP. 510 091 430
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